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ABSTRAK 

Nama :  Reyhan Mahardika Siswadhi 
NIM :  02011282126190 
Judul Skripsi :   Konsep Green Constitution dalam Pengusahaan Minyak 

Bumi pada Sumur Tua oleh Koperasi Unit Desa atau 
Badan Usaha Milik Daerah 

Skripsi “Konsep Green Constitution dalam Pengusahaan Minyak Bumi 
pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh 
adanya kebijakan Pemerintah terkait keterlibatan KUD atau BUMD untuk 
mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Pada pelaksanaannya dijumpai tidak 
memadainya KUD atau BUMD untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga 
berdampak negatif bagi lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan aspek 
penting yang merupakan konsep dasar yang ada dalam konstitusi yaitu konsep 
green constitution. Perumusan masalah yang diangkat yaitu terkait pengaturan 
kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD dan 
konsep green constitution dalam kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur 
tua oleh KUD atau BUMD. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptua yang kemudian dielaborasi dari bahan penelitian berupa bahan 
penelitian primer dan bahan penelitian sekunder untuk mendapatkan hasil 
penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa efektivitas pengaturan kegiatan 
pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD bermasalah 
pada elemen efisiensi dan terhadap pengaturan tersebut perlu dilakukan evaluasi 
terutama penguatan fungsi pengawasan oleh negara karena senyatanya ada 
dampak negatif terhadap lingkungan yang terjadi sehingga hal ini bertentangan 
dengan konsep green constititution. 

Kata Kunci: BUMD, Green Constitution, KUD, Minyak Bumi, Sumur Tua 
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Pembimbing Utama,     Pembimbing Pembantu, 

 

Dr. Irsan, S.H.,M.Hum         Alip Dian Pratama, S.H.,M.H. 
NIP. 1983011720091210         NIP. 199011182022031010 

Wakil Dekan I 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Istilah “green constitution” atau  "konstitusi hijau" menggambarkan 

sebuah dokumen yang membahas masalah lingkungan. Gagasan green 

constitution adalah upaya untuk meningkatkan standar perlindungan 

lingkungan ke tingkat jaminan konstitusional, dengan memasukkan prinsip-

prinsip hukum lingkungan ke dalam dokumen tersebut.1 Dengan demikian, 

gagasan konstitusi hijau dalam konstitusi Indonesia memiliki dasar yang 

kuat dalam hukum, yang menekankan pentingnya pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan melindungi hak atas 

lingkungan hidup.2 

Gagasan tentang konsep green constitution pada Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) terdapat 

pada rumusan-rumusan pasal diantaranya yaitu Pasal 28H Ayat (1) UUD 

NRI 1945 yang merupakan bentuk pengakuan oleh negara akan hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia 

yang ada pada setiap orang,3 dan juga di dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 

                                                             
1 “Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 
2 Ibid. 
3 Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
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1945 yang pada intinya menekankan adanya dasar prinsip berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan pada setiap kegiatan perekonomian nasional.”4 

Minyak dan gas adalah komoditas penting bagi kepentingan atau mata 

pencaharian banyak orang, dan ekstraksi sumber daya ini memainkan peran 

penting dalam pengembangan ekonomi nasional.5 Oleh karena itu, 

pengelolaannya harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.6  

Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemegang kuasa 

pertambangan merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan ini, salah satu 

kebijakan tersebut adalah “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral No. 01 tahun 2008, yang menetapkan pedoman untuk penambangan 

minyak bumi di sumur-sumur tua (Permen ESDM No. 1 tahun 2008). 

Peraturan ini, antara lain, mengizinkan KUD atau BUMD untuk mengolah 

minyak bumi di sumur-sumur tua. 

Dorongan yang terus menerus untuk mencapai nilai produksi yang 

tinggi dari pertambangan minyak dan gas untuk pembangunan ekonomi 

meningkatkan kemungkinan untuk mengabaikan masalah lingkungan.7  

                                                             
4 “Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5 Sulistyono, “Kajian Penegakan Hukum Migas Dan Hukum Lingkungan Pada 

Pertambangan Dan Pengolahan Minyak Sumur Tua,” Jurnal Nasional Pengelolaan Energi 
MigasZoom 5, no. 1 (2023), Hal: 58–66. 

6 Subadi, “Konflik Penguasaan Dan Pengusahaan Sumur Tua Minyak Dan Gas Bumi Di 
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,” Arena Hukum 16, no. 1 (2023), Hal: 190–210.” 

7 “Muhammad Abdi Sabri I Budahu, Marno M Hipan, Samuelson Sahattua, “Pengaturan 
Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Berwawasan Lingkungan,” SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, 
Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya 18, no. 1 (2023), Hal: 047. 
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Polusi dapat terjadi ketika ekstraksi sumber daya alam (SDA) mengabaikan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan.8  

Keterbatasan teknologi atau peralatan dan sumber daya manusia 

(SDM) juga menjadi masalah dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur 

tua oleh KUD atau BUMD. Pada bidang industri migas dikenal adanya 

beberapa karakteristik yaitu high risk, high capital, and high technology, 

inilah yang harusnya dipahami oleh setiap pelaku kegiatan di bidang 

industri migas. Sementara itu, baik KUD maupun BUMD tidak memiliki 

sumber daya manusia yang ahli di bidang minyak dan gas, yang berarti 

bahwa sifat-sifat unik dari industri ini tidak diberikan bobot yang layak, 

yang mengarah pada bahaya, termasuk bahaya terhadap lingkungan. Salah 

satu contohnya adalah penggunaan peralatan yang tidak memadai dalam 

ekstraksi dan pengolahan minyak di daerah Wonocolo, Kecamatan 

Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian sebelumnya menemukan 

bahwa praktik ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko 

kesehatan bagi manusia.9 

Keadaan tersebut itulah yang kemudian memantik penulis untuk 

mengangkat isu atau permasalahan hukum tersebut di dalam tulisan ini 

dalam bentuk tugas akhir atau skripsi dengan judul “Konsep Green 

Constitution dalam Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh 

Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah”. 

                                                             
8 Sulistyono, “Kajian Penegakan Hukum Migas Dan Hukum Lingkungan Pada 

Pertambangan Dan Pengolahan Minyak Sumur Tua”, loc. cit. Hal: 58-66. 
9 Ibid.” 
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B. Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa rumusan permasalahan yang dapat diidentifikasi 

berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan kegiatan pengusahaan minyak bumi oleh KUD 

atau BUMD di Indonesia? 

2. Bagaimana konsep green constitution dalam kegiatan pengusahaan 

minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun hal-hal yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini 

dijabarkan dalam 2 (dua) bagian tujuan yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaturan kegiatan pengusahaan minyak bumi 

oleh KUD atau BUMD di Indonesia baik itu terkait landasan, regulasi, 

dan efektivitas pemberlakuan pengaturan kegiatan pengusahaan 

minyak bumi oleh KUD atau BUMD tersebut. 

b. Untuk menganalisis penerapan konsep green constitution dalam 

kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau 

BUMD pada saat ini, serta menganalisis upaya pengoptimalan konsep 

green constitution pada kegiatan tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Dalam mengkaji konsep green constitution yang dianut oleh 

UUD NRI Tahun 1945, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi berharga yang dapat digunakan sebagai referensi bagi para 

mahasiswa di masa depan yang tertarik dengan industri minyak dan 

gas bumi. Selain itu, penelitian ini juga merupakan kontribusi penulis 

dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengusahaan minyak dan 

gas bumi oleh KUD/BUMD. 

2. Secara Praktis 

Para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di sektor 

minyak dan gas bumi, khususnya yang terlibat dalam operasi ekstraksi 

minyak bumi KUD/BUMD di sumur-sumur tua, diharapkan dapat 

memperoleh manfaat yang besar dari hasil studi ini. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum 

Pada sebuah teori atau ajaran yang dikembangkan oleh Richard 

A. Posner menjelaskan bahwa metode ini dapat membantu 

memecahkan masalah hukum dengan mengajukan berbagai definisi 

dan asumsi tentang hukum untuk sampai pada solusi yang 

memaksimalkan kebahagiaan dan kepuasan dengan 
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mempertimbangkan tiga faktor utama: efisiensi, manfaat, dan nilai. 

Keadilan dalam hukum sangat terkait dengan konsep ini. 

Ada tiga pilar yang menjadi dasar dari metode analisis ekonomi 

hukum:10  a). Sesuatu memiliki nilai jika bermakna atau penting; b). 

Sesuatu itu berguna jika membantu seseorang mengambil keputusan 

tentang apa yang akan digunakan; dan c). Sesuatu itu efisien jika dapat 

menyelesaikan pekerjaan; ide ini relevan dalam ekonomi karena 

manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya; namun, dari sudut 

pandang filosofis hukum, efisiensi memberikan gambaran tentang 

keadilan karena membuat hukum yang adil juga membutuhkan 

efisiensi. 

Pada kenyataannya, analisis ekonomi terhadap hukum adalah 

penekanan tentang penerapan konsep efisiensi, efisiensi didefinisikan 

sebagai penerapan standar etika dalam pengambilan keputusan sosial 

dengan fokus pada keuntungan masyarakat.11 Posner menekankan 

pareto efficiency12 yang dalam hal ini, dapat mendorong tercapainya 

kesejahteraan dan keadilan sosial melalui media kontrol hukum.13 Jika 

kita ingin mencari solusi untuk masalah lingkungan di Indonesia, kita 

                                                             
10 “Agus Darmawan, “Perspektif Law As an Allocative System Undang-Undang Otoritas 

Jasa Keuangan,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2015), Hal: 389–409. 
11 Muhammad Rustamaji, “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam 

Pandangan Richard a Posner,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 1 
(2013), Hal: 95. 

12 Pareto Efficiency dalam ketentuan hukum bermakna bahwa suatu peraturan hukum itu 
dianggap baik, apabila peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bersama ataupun 
apabila peraturan itu hanya membawa perubahan yang lebih baik kepada satu kelompok saja akan 
tetapi tanpa menurunkan kesejahteraan kelompok lain. 

13 Ibid.” 
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dapat menggunakan metode Posner untuk menganalisis undang-

undang yang relevan.14 

Meskipun benar bahwa kegiatan eksploitasi minyak bumi KUD 

dan BUMD di sumur-sumur tua merupakan bagian dari perekonomian 

nasional dan seharusnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya, kebijakan-

kebijakan tersebut memiliki kecenderungan untuk memberikan 

dampak yang beragam, ada yang baik dan ada pula yang buruk. 

Implementasi suatu kebijakan sering kali berdampak negatif pada 

komponen penting: lingkungan. 

Oleh karena itu, pada penulisan ini akan menerapkan teori 

analisis ekonomi terhadap hukum untuk menyelidiki seberapa baik 

KUD atau BUMD mengatur dan menegakkan kebijakan terkait 

ekstraksi minyak bumi dari sumur tua, dengan mempertimbangkan 

interaksi antara kebijakan tersebut dan pertimbangan lingkungan, serta 

gagasan green constitution yang merupakan nilai utama dalam UUD 

1945. 

2. Teori Kewenangan 

Philipus M. Hadjon mendeskripsikan wewenang sebagai 

kekuasaan hukum (rechtsmacht). Menurutnya, kewenangan diperoleh 

melalui 3 (tiga) sumber yaitu: 
                                                             

14 “Murni, “Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” Arena Hukum 5, no. 1 (2012), Hal: 21–30.” 
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a. Kewenangan atribusi, yaitu semacam kewenangan distribusi 

kekuasaan legislatif. Undang-undang mendelegasikan tanggung 

jawab dan pertanggungjawaban untuk melaksanakannya kepada 

pejabat atau badan yang disebutkan dalam undang-undang.  

b. Kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang berasal dari 

pelimpahan kekuasaan dari satu badan pemerintahan kepada 

badan pemerintahan lainnya berdasarkan undang-undang. 

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas tindakan yang 

dilakukan oleh pihak yang mendapat delegasi wewenang ada 

pada orang atau orang-orang yang melaksanakannya.  

c. Wewenang mandat, yaitu wewenang yang berasal dari atasan 

yang melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada 

bawahan dengan maksud agar bawahan tersebut bertindak 

sebagai penerima mandat dari pengambil keputusan. Alih-alih 

beralih kepada penerima mandat, beban pertanggungjawaban 

tetap berada di pundak mereka. 

Otoritas, menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, 

hanyalah kekuasaan formal. Kekuasaan untuk menetapkan peraturan 

dan memberikan instruksi berada di tangan mereka yang berwenang, 
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yang juga dapat menuntut kepatuhan dari mereka yang berada di 

bawahnya.15 

Dalam hukum tata negara, menurut Bagir Manan, "kewenangan" 

mengandung arti "hak" dan "kewajiban". Hak adalah kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menuntut pihak lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban 

adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.16 

Penelitian ini menerapkan gagasan kewenangan untuk melihat 

tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai entitas, termasuk 

pemerintah, kontraktor sektor minyak dan gas bumi, KUD atau 

BUMD, dan lainnya, dalam kaitannya dengan operasi ekstraksi 

minyak bumi di sumur-sumur tua. Pertanggungjawaban dalam operasi 

ekstraksi minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD juga 

dibahas dalam penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini menjadi 

relevan. 

3. Teori Tanggung Jawab 

"Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

tindakan tertentu, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas 

                                                             
15 “Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah 

Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten 
Kepulauan Sitaro,” Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2018), Hal: 1–10. 

16 Ibid.” 
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hukuman jika terjadi tindakan yang bertentangan," kata Hans Kelsen, 

yang mengembangkan gagasan tanggung jawab hukum.17  

Lebih jauh lagi, gagasan bahwa hak-hak individu terikat erat 

dengan kewajiban yang dimiliki orang lain terhadap mereka 

merupakan hal yang mendasar dalam konsep tanggung jawab hukum, 

yang menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab kepada 

hukum atas pelanggarannya sendiri dan oleh karena itu harus 

menghadapi konsekuensi atas dosa-dosanya.18 

Dua kata yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dapat 

ditemukan dalam leksikon hukum yaitu:19 

a. Liability, dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas segala 

kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakannya sendiri 

atau orang lain. 

b. Responsibility, memerlukan tanggung jawab atas tindakan, 

penilaian, bakat, dan kemampuan seseorang untuk menegakkan 

hukum. 

Jadi, pada penelitian ini akan digunakan teori tanggung jawab 

tersebut untuk memberikan penjelasan terkait tanggung jawab para 

pihak pemangku kepentingan pada kegiatan pengusahaan minyak 

                                                             
17 “Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Bandung: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006). 
18 Moh Syaeful Bahar and Rahmat Dwi Susanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga 

Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha,” Jurnal Legisia 14, no. 2 (2022), Hal: 214–31. 
19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).” 
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bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD serta terkait tanggung 

jawab penerapan konsep green constitution pada kegiatan tersebut. 

F. Kerangka Konseptual 

1. Konsep Green Constitution 

Pada awalnya, wacana konstitusi hijau muncul pada akhir abad 

ke-20 dan awal abad ke-21, ketika masyarakat mulai menuntut agar 

kebijakan resmi negara yang pro-lingkungan tercermin dalam 

peraturan perundang-undangan karena keprihatinan atas lambatnya 

respon konkret pemerintah terhadap isu pentingnya menjaga 

lingkungan hidup yang berlandaskan pada pembangunan 

berkelanjutan.20 

Namun, dipandang belum ada ketentuan peraturan yang cukup  

untuk memastikan bahwa para pembuat kebijakan mematuhi 

kebijakan lingkungan. Ketika sampai pada masalah ini, kepentingan 

industri seperti pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, 

investasi, pariwisata, dan sebagainya biasanya lebih diutamakan 

daripada kepentingan lingkungan. 

Inilah sebabnya mengapa "green constitution" atau sebuah 

gagasan yang membahas masalah lingkungan dan mempromosikan 

kebijakan yang bertanggung jawab secara ekologis dianggap sangat 

                                                             
20 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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penting, kata Jimly Asshiddiqie. Upaya untuk menanamkan norma-

norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan mengangkat 

norma-norma perlindungan lingkungan ke tingkat konstitusi 

merupakan inti dari gagasan konstitusi hijau. Hal ini akan memastikan 

bahwa undang-undang yang mempromosikan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan 

lingkungan memiliki landasan hukum yang kuat.21 

Konstitusi hijau telah menjadi bagian dari pemikiran bangsa 

Indonesia, bahkan sejak UUD 1945 diamandemen. Beberapa rumusan 

pasal dalam UUD 1945 mencerminkan konsep konstitusi hijau yang 

muncul setelah amandemen konstitusi. Salah satunya adalah Pasal 

28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat.22 Selain itu, ditegaskan dalam 

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bahwa seluruh kegiatan ekonomi nasional harus 

didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan.23 

Adanya konsep green constitution di dalam konstitusi Indonesia 

memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan lingkungan hidup 

pada setiap perundang-undangan di bawah konstitusi dan setiap 

kebijakannya termasuk pada kegiatan pengusahaan minyak bumi oleh 

                                                             
21 Ibid. 
22 Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
23 Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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KUD atau BUMD yang diatur dengan Permen ESDM No. 01/2008 

dan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian nasional. 

2. Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh KUD/BUMD 

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 1 

angka 1, menyatakan bahwa minyak bumi didefinisikan sebagai 

hidrokarbon yang ketika berada di bawah tekanan dan temperatur 

atmosfer dapat berwujud cair atau padat. Ini termasuk aspal yang 

ditambang, aspal, lilin mineral, atau ozokerit, dan batu bara, tetapi 

tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lainnya yang tidak 

terkait dengan industri minyak dan gas bumi.24 

Pengelolaan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan 

yang optimal, seperti minyak dan gas bumi, sangat penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena komoditas ini penting 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berkontribusi secara signifikan 

terhadap perluasan ekonomi nasional.25   

Mengaktifkan kembali sumur-sumur tua merupakan salah satu 

cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

nilai produksi pertambangan minyak dan gas. Hal ini dapat dilakukan 

oleh kontraktor minyak dan gas atau oleh KUD/BUMD yang bekerja 

sama dengan kontraktor. Salah satu pilihannya adalah dengan 

                                                             
24 “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
25 Subadi, “Konflik Penguasaan Dan Pengusahaan Sumur Tua Minyak Dan Gas Bumi Di 

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.” Hal: 190-210.” 
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mengolah atau mengeksploitasi minyak bumi yang ada di sumur-

sumur tua. Definisi Sumur Tua adalah sumur minyak bumi yang dibor 

sebelum tahun 1970, telah berproduksi, terletak di lapangan yang 

tidak diusahakan di luar batas Kontrak Kerja Sama, dan tidak lagi 

dioperasikan oleh Kontraktor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2008 No. 1 tentang Pedoman 

Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi pada Sumur Tua (Permen ESDM 

No. 1 Tahun 2008).26 

Kewajiban untuk reaktivasi kegiatan pengusahaan minyak bumi 

pada sumur tua dijelaskan pada Pasal 2 Permen ESDM No. 1/2008, 

bahwa:“1) Kontraktor mempunyai kewajiban untuk mengusahakan 

dan memproduksikan Minyak Bumi dari Sumur Tua yang masih 

terdapat kandungan Minyak Bumi berdasarkan pertimbangan teknis 

dan ekonomis;27 2) Dalam ha1 Kontraktor tidak mengusahakan dan 

memproduksikan Minyak Bumi dari Sumur Tua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I), KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan 

memproduksikan Minyak Bumi setelah mendapat persetujuan 

Menteri;28 3) Pengusahaan dan pemroduksian Minyak Bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan KUD atau BUMD 

                                                             
26 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 
27 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 

2008 tentang PedomanPengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 
28 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 
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berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan 

Kontraktor”.29 

Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM No. 1/2008, disebutkan: “Untuk 

dapat bekerja sama Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), KUD atau BUMD 

mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada 

Menteri c,q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan 

melampirkan dokumen administratif dan teknis”.30 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan penelitian, penyempitan masalah, dan pembatasan area studi 

semuanya diatur oleh ruang lingkup penelitian, yang juga dikenal sebagai 

kerangka penelitian.31 Berfokus pada pengaturan kegiatan eksploitasi 

minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD dan isu-isu terkait 

penerapan konsep green constitution pada kegiatan tersebut serta upaya 

untuk pengoptimalan penerapan konsep green constitution.  

"Tinjauan Penegakan Hukum Migas dan Hukum Lingkungan 

Terhadap Penambangan dan Pengolahan Minyak Sumur Tua" oleh Ir. 

Sulistyono adalah sebuah makalah jurnal yang membahas masalah hukum 

yang serupa dengan penelitian ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip 

                                                             
29 “Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 
30 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 
31 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011).” 
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hukum lingkungan dan hukum pertambangan, dengan fokus pada undang-

undang minyak dan gas, penelitian ini meneliti operasi ekstraksi minyak 

bumi di sumur-sumur tua. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa 

penulis akan berkonsentrasi pada klausul-klausul lingkungan hidup dalam 

konstitusi, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman serta 

gagasan ekonomi nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan 

dan berkelanjutan. 

H. Metode Penelitian 

Untuk memberikan bukti keabsahan temuan penelitian, perlu 

mengikuti metodologi penelitian yang terdefinisi dengan baik, yang terdiri 

dari serangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan 

dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.32 Dalam esai 

ini, banyak pendekatan penelitian yang digunakan, seperti: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum 

normatif. Istilah "Penelitian Hukum Normatif" mengacu pada 

pendekatan untuk memecahkan masalah hukum yang melibatkan studi 

hukum dalam berbagai bentuk, seperti aturan, asas, doktrin, teori, dan 

norma. Penelitian hukum normatif sering kali mengambil bentuk studi 

dokumen, dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti undang-

undang, putusan pengadilan, prinsip-prinsip umum hukum, teori-teori 

                                                             
32 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 
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hukum, dan doktrin atau pandangan para ahli.  Oleh karena itu, 

penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yang mengarah pada 

studi kepustakaan karena didasarkan pada analisis terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan 

teori-teori dalam disiplin ilmu hukum atau doktrin-doktrin hukum 

yang berasal dari bahan-bahan penelitian seperti buku, artikel jurnal, 

dan karya tulis ilmiah lainnya.33  

2. Pendekatan Penelitian 

Penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian dalam 

penelitian ini, seperti: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 

Pendekatan Perundang-undangan, pertama-tama kita harus 

meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berlaku 

yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diminati.34 Dalam 

penelitian ini, Penulis akan mengkaji beberapa peraturan 

perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), 

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001 (UU 

Migas), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

                                                             
33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). 
34 Ibid. 
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Tahun 2008 (Peraturan 01) tentang Pedoman Pengusahaan 

Minyak dan Gas Bumi pada Sumur Tua, dan masih banyak lagi. 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Menurut buku "Penelitian Hukum" karya Peter Mahmud 

Marzuki, salah satu metode yang digunakan dalam penelitian 

hukum adalah "Pendekatan Konseptual", yang mengandalkan 

teori dan keyakinan yang sudah mapan di bidangnya untuk 

memberikan solusi atas pertanyaan penelitian.  Untuk 

memberikan jawaban yang lebih tepat terhadap pertanyaan 

hukum yang diajukan oleh penelitian, beberapa teori dan 

perspektif hukum digunakan.35  

3. Bahan Penelitian 

Dari apa yang telah dikatakan sejauh ini, tampaknya karya ini 

merupakan tinjauan literatur atau studi hukum normatif. Para peneliti 

di bidang hukum normatif atau tinjauan literatur menyaring sumber-

sumber hukum sekunder yang masuk ke dalam salah satu dari tiga 

kategori menurut bobot kekuatan mengikatnya: 

 

 

                                                             
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014). 
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a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk suatu tindakan hukum.  Analisis 

ini mengandalkan sejumlah sumber hukum utama, termasuk:36  

1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2) Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (sebagaimana telah mengalami perubahan 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang) ; 

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bumi 

(sebagaimana telah mengalami perubahan dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang); 

                                                             
36 “Sri Mamudji Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995).” 
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5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan 

Minyak Bumi Pada Sumur Tua; dan 

8) Pedoman Tata Kerja Nomor 023/PTK/III/2009 tentang 

Pedoman Tata Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak 

Bumi pada Sumur Tua.” 

b. Bahan hukum sekunder  

Untuk memperjelas elemen-elemen hukum inti, sumber-

sumber hukum sekunder digunakan.  Segala sesuatu yang 

berkaitan dengan substansi atau penerapan materi hukum inti 

tercakup dalam bagian ini. Banyak sumber, seperti buku, jurnal, 

artikel ilmiah, pendapat ahli, laporan penelitian, makalah, dan 

tesis, yang digunakan saat melakukan penelitian hukum.37  

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus, dan 

bibliografi, adalah sumber daya yang menjelaskan dan melatih 

                                                             
37 “Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008). 
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pembaca tentang cara menggunakan teks hukum primer dan 

sekunder.38  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tinjauan literatur atau analisis dokumen 

digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Metode ini 

meliputi pengumpulan, analisis, dan penelusuran dokumen, bahan 

bacaan, atau literatur jika informasi yang diperlukan dapat ditemukan 

di dalamnya. 

5. Analisis Bahan Penelitian 

Analisis kualitatif adalah pendekatan analisis data yang dipilih 

untuk penelitian atau tesis ini. Menganalisis data kualitatif, yang 

sebenarnya hanya berupa daftar kata-kata, adalah inti dari teknik 

kualitatif.  Pada akhirnya, bahan penelitian yang terkumpul akan 

diorganisir ke dalam tulisan hukum setelah didokumentasikan secara 

menyeluruh dan dihubungkan satu sama lain.39  

6. Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan deduktif 

untuk membuat kesimpulan. Hal ini menyiratkan bahwa Penulis 

memulai dengan data yang luas dan kemudian menganalisisnya untuk 

                                                             
38 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.” 
39 “Sri Mamudji Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2010).” 
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mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Kesimpulan dari penelitian ini 

relevan karena telah didefinisikan dengan baik dan menjawab 

permasalahan yang disoroti dalam penelitian. Penelitian ini dimulai 

dengan kebenaran yang diterima secara umum, seperti gagasan 

konstitusi hijau dalam UUD 1945 dan penerapannya pada ekstraksi 

minyak bumi dari sumur tua sesuai dengan Permen ESDM No. 01 

Tahun 2008, sebelum mempersempit fokusnya untuk menjawab 

pertanyaan dan masalah hukum tertentu yang diajukan. 
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